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SATRIANI, TAHUN 2024. Penerapan PPN Atas Pengadaan Barang Pada PT
Tirta Sukses Perkasa. Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Bapak Andi Arifwangsa
Adiningrat dan Pembimbing II Bapak Muhaimin.

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui Penerapan PPN Atas Pen-
gadaan Barang Pada PT Tirta Sukses Perkasa. Objek penelitian Tugas Akhir ini
adalah “Penerapan PPN Atas Pengadaan Barang Pada PT Tirta Sukses Per-
kasa. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif terapan
dengan menggunakan metode Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data
dan Penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Perhitungan Pajak Pertambahan
Nilai Pada PT Tirta Sukses Perkasa sudah sesuai dengan Undang-Undang
No.42 Tahun 2009 yaitu mengalikan Dasar Pengenaan Pajak dari Barang Kena
Pajak dengan tarif 10% pada bulan Januari sampai dengan Maret dan mengikuti
pada kenaikan tarif PPN yakni 11% mulai tanggal 1 April 2022 yang diatur dalam
Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Penyetoran dan pelaporan
perpajakan pada Tirta Sukses Perkasa dikelolah oleh kantor pusat perusahaan
yang berlokasi di Jakarta, jadi Tirta Suses Perkasa jika akan mengadakan suatu
barang tinggal mengirim penawaran beserta faktur pajaknya dan dikirim lewat e-
mail.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Pengadaan Barang

ABSTRACT
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SATRIANI, 2024. Implementation of VAT on the Procuremen of Goods at PT
Tirta Sukses Perkasa. Final Project, Faculty of Economics and Business, Mu-

hammadiyah University Of Makassar. Supervised by Supervisor I Mr Andi Arif-

wangsa Adiningrat and Supervissor II Mr Muhaimin.

The aim of this research is to determine the application of VAT on the pro-

curement of goods at PT Tirta Sukses Perkasa. The Research objek of this final

assignment is “Application of VAT on the Procurement of Goods at PT Tirta

Sukses Perkasa. The data analysis technique used is an applied qualitative tech-

nique using data collection, data reduction, data presentation and conclusion

drawing methods.

The results of this research indicate that the calculation of Value Added

Tax at PT Tirta Sukses Perkasa is in accordance with law n0. 42 of 2009, namely

multiplying the Tax Imposition Base for Taxable Goods by a rate of 10% from

January to March and following the increase in the VAT rate, namely 11% start-

ing April 1 2022 which is regulated in the law on Harmonization of Tax Regula-

tions. Tax deposits and reporting at PT Tirta Sukses Perkasa are managed by

the company’s head office which is located in Jakarta, so if Tirta Sukses Perkasa

wants to supply an item, all you have to do is send the offer along with the tax in-

voice and send it via e-mail.

Keywords: Value Added Tax, Procurement of Goods

DAFTAR ISI
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak Pertambahan Nilai adalah pungutan yang dibebankan atas

transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan wajib pajak badan yang

telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Jadi, yang berkewajiban

memungut, menyetor dan melaporkan PPN adalah pra pedagang/penjual.

Namun, pihak yang berkewajiban membayara PPN adalah konsumen tera

khir.

PT. Tirta Sukses Perkasa merupakan anak perusahaan dari PT.

Tirta Bahagia yang berpusat di Padang Jawa Timur yang merupakan

pabrik air minum Club. Rencana awal dari pendirian PT. Tirta Sukses Per-

kasa adalah Mountea dan PT. Repsi Cola Indo Beverages dengan produk

Fruitamin. Namun karena tingginya permintaan pasar dan perkem-

bangannya bisnis air minum dalam kemasan (AMDK), PT. Tirta Sukses

Perkasa mulai memproduksi AMDK dalam kemasan gelas dengan merek

Club, Viand, Ana dan Chiara. Salah satu yang dikenai pajak adalah penye-

rahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP) di dalam

daerah pabean pengusaha, pemasukan dan/atau menggunakan JKP/BKP

belum selesai. Dari luar daerah pabean kedalam daerah pabean. Dari

proses pengadaan barang tersebut, maka secara otomatis akan muncul

pengenaan Pajak Pertambahan Nilai karena transaksi dilakukan oleh Pen-

gusaha Kena Pajak (PKP) dan barang termasuk Barang Kena Pajak (BKP).
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Pada PT. Tirta Sukses Perkasa pembayaran PPNnya dikelolah oleh

kantor pusat tetapi pengadaan barangnya tetap di TSP (Tirta Sukses Per-

kasa). Setiap ada kebutuhan di TSP tinggal mengirim penawaran lewat e-

mail ke kantor pusat dan penawaran sudah dilengkapi dengan PPN dan

rata-rata vendor yang digunakan sudah PKP (Pengusaha Kena Pajak). Ma-

salah yang dialami yaitu ketika vendor mengirim tagihan tetapi tidak

mengirim faktur pajak sehingga kantor pusat cuman membayar harga beli

atau harga sebelum PPN sedangkan vendor menginginkan pembayaran

full, seharusnya faktur pajak diserahkan bersamaan dengan tagihan se-

hingga pembayaran yang dilakukan full sedangkan vendor menginginkan

pembayaran full tanpa faktur pajak. Solusinya ialah vendor tetap mengirim

barang dan TSP langsung membayar PPNnya.

Ketika mengirimkan pemberitahuan resmi (SPT) dalam hal Pajak

Penghasilan (PPh) tahunan, penerima pajak akan mendapatkan notifikasi

tentang status Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut. Menurut peraturan

Undang-Undang PPh, terdapat tiga opsi yang mungkin terjadi, yaitu

kelebihan pembayaran, kekurangan pembayaran dan tidak ada pem-

bayaran yang harus dilakukan. Menghitung jumlah yang lebih dibayarkan,

kurang dibayarkan dapat dilakukan dengan metode mengurangi jumlah

pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dengan menggunakan semua

kredit pajak yang dimiliki, baik kredit pajak yang berasal dari tahun pajak

saat ini (PPh pasal 25 maupun kredit pajak dalam bentuk lainnya. Pemo-

tongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain (seperti PPh Pasal 21, Pasal
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22, Pasal 23, Pasal 24 dan pasal 26 yang belum bersifat final). Dalam

rangka yang lebih sederhana, status pembayaran lebih bayar mengacu pada

situasi dimana seseorang telah membayar pajak lebih dari yang seha-

rusnya. Dalam kondisi pengembalian dana dari kantor pelayanan pajak di-

mana mereka mendaftar. Sementara itu, kekurangan pembayaran pajak

menunjukkan adalanya jumlah pajak yang masih belum dibayarkan dan

harus dilunasi oleh individu atau badan yang terlibat sebagai wajib paja.

Dalam kata lain, status nihil mencerminkan bahwa tidak adakeunggulan

maupun kelemahan dalam pembayaran pajak.

Pemberlakuan PPN bertujuan untuk mendukung pembangunan na-

sional melalui penyediaan barang-barang stategis, seperti fasilitas yang

bebas PPN dan fasilitas yang tidak dikenaka PPN, yang akan mendorong

pebangunan secara keseluruhan. Pungutan pajak merupakan salah satu

sumber pendapatan pemerintah yang digunakan untuk membiayai segala

kebutuhan negara. Pungutan pajak dipergunakan untuk tugas-tugas rutin

serta membiayai pembangunan negara. Salah satu contoh manfaat dari pa-

jak adalah menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan

pelayanan publik lainnya. Pada Undang-Undang 42 Rahun 2009 tentang

PPN, terdapat defenisi barang kena pajak yang dijelaskan dalam Pasal 1.

Pengertian tersebut adalah bahwa barang kena pajak merupakan jenis ba-

rang yang dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Un-

dang-Undang tersebut. Ini berarti barang tersebut yang dikenakan pajak

pertambahan yang disebut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak
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Khusus untuk barang mewah (PPnBM). Menurut informasi yang dipub-

likasikan di Website resmi Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Ba-

rang Kena Pajak (BKP) merujuk pada barang yang tidak memiliki bentuk

fisik dan dikenakan pajak sesuai dengan hukum yang berlaku dalam Un-

dang-Undang PPN. Penetapan cakupan BKP dalam Undang-Undang PPN

menggunakan format “negative list”, yang berarti secara umum semua ba-

rang dianggap sebagai BKP kecuali ada pengecualian yang disahkan

bahwa konsumen akhir atau pembeli harus bertanggung jawab atas pem-

bayaran pajak.

Pengadaan mencakup berbagai kegiatan yang terlibat dalam mem-

peroleh barang atau jasa untuk mendukung operasi bisnis sehari-hari.

Secara umum, tujuannya adalah menemukan penawaran dengan harga ber-

saing yang memberikan nilai paling tinggi. Pengadaan mencakup semua

proses, mulai dari mengidentifikasi barang, menemukan pemasok, berne-

gosiasi dengan pelanggan, mengatur metode pembayaran, menerima dan

memeriksa barang. Departemen pembelian mengajukan keluhan jika

perlu. Perbedaan antara pengadaan (sourcing) dan pembelian, sourcing

adalah aktivitas yang lebih luas daripada pembelian. Ini termasuk

perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan pengiriman. Pembelian (beli)

adalah bagian dari pasokan. Ini adalah program untuk membeli barang dan

jasa yang berlaku untuk undang-undang pembelian dan kwitansi dan biaya

pembayaran.

Pajak pertambahan nilai dilaksanakan berdasarkan sistem faktur,
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sehingga atas penyerahan barang ataun penyerahan jasa wajib dibuat fak-

tur pajak merupakan bukti bagi pemungut pajak yang dapat membayar pa-

jak. Tarif pajak pertambahan nilai dibagi menjadi dua yaitu tarif umum

dan tarif khusus. Sesuai pasal 7 UU PPn No. 42 tahun 2009 menyebutkan

bahwa tarif PPN sebagai berikut: tarif umum 10% unruk penyerahan da-

lam negeri, tarif PPN khusus ekspor 0% diterapkan atas ekspor BKP ber-

wujud maupun tidak berwujud, dan ekspor JKP. Pajak 10% berubah lebih

rendah yaitu 5% sesuai peraturan pemerintah. Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2021 tentang Harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP),

pemerintah menaikkan tarif PPN secara bertahap, yaitu tarif umum, tarif

PPN mulai PPN 11% mulai dari 1 april 2022 dan tarif PPN 12% paling

lambat diberlakukan 1 Januari 2025, tarif pada saat ini, tarif khusus untk

kemudahan dalam pemungutan PPN, atau beberapa jenis /produk atau jasa

beberapa bagian dari jasa menerapkan tarif final PPN misalnya omzet 1%,

2% atau, 3%, diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

(PMK). Total PPN dihitung berdasarkan pajak pertambahan nilai dan DPP

yang dinaikan. Untuk membuat jumlah tersebut, biaya 11% dibebankan.

DPP yang digunakan untuk membuat BKP adalah harga jual penuh. Dalam

hal kegiatan kena pajak berupa penyerahan, maka dasar pengenaan pajak-

nya adalah tambahan penghasilan atas kegiatan import.

Berdasarkan beberapa hal yang telah dijelaskan di atas, bahwa pen-

gadaan barang dan jasa mempunyai hakikat yang perlu kita ketahui pada

pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa



6

yang di inginkan, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar

tercapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Karena da-

lam pengadaan barang dan jasa mempunyai etika, norma dan prinsip, di-

mana etika adalah suatu perilaku yang baik, norma bersifat operasinal pada

umumnya telah dirumuskan dan dituangkan dalam peraturan perundang-

undangan yaitu berupa undang-undang, pedoman, dan petunjuk, dan ber-

prinsip terbuka, efisiensi, efektif dan transparan.

Maka dari pada itu untuk mengetahui lebih jelasnya, maka penulis

mengajukan penelitian dengan Judul “Penerapan PPN Atas Pengadaan

Barang Pada PT. Tirta Sukses Perkasa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka timbul rumusan masalah,

yaitu “Bagaimana penerapan PPN atas pengadaan barang di PT. Tirta

Sukes Perkasa?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitiaan adalah untuk mengukur sejauh mana penerapan

PPN atas pengadaan barang di PT. Tirta Sukses Perkasa.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat yaitu untuk

meningkatkan pengetahuan perpajakan, sebagai kontribusi terhadap

pengembangan ilmu perpajakan yang diterapkan pada kajian pajak per-

tambahan nilai (PPN) dan pajak bisnis. Hasil penelitian ini diharapkan

dapat memberikan wawasan untuk analisis penerapan pajak penjualan di
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PT Tirta Sukses Perkasa.

Bagi Penulis diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat

dan dapat membantu memperdalam ilmunya khususnya di bidang perpa-

jakan. Ini juga merupakan kesempatan untuk menerapkan konsep-konsep

yang diperoleh di perguruan tinggi, khususnya analisis pajak.
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BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dapat

dikenakan terhadap penyerahan atau import barang kena pajak atau

jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak dan dapat

dikenakan berkali-kali setiap ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pertambahan nilai adalah harga beli atau biaya sewa yang ha-

rus dikeluarkan untuk mengelola lebih lanjut barang yang dibeli men-

jadi barang siap untuk dijual.

Oleh karena itu, nilai tambah itu sendiri diperoleh dari

pengunaan hasil produksi di setiap lini usaha produksi, distribusi dan

pemasaran produk atau penyediaan jasa saja. Semua biaya yang

berkaitan dengan produksi, pemasaran dan penjualan atau penye-

diaan jasa adalah nilai tambah dan menjadi dasar untuk memasukkan

pajak pertambahan nilai (PPN). Oleh karena itu dapat disimpulkan

bahwa pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan

atas nilai tambah barang atau jasa yang dikenai pajak.

Pajak Pertambahan Nilai terdapat beberapa bagian penting yang

yang perlu di ketahui dalam pajak pertambahan nilai di antaranya se-

bagai berikut:
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a. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang di dalam ling-

kungan pengusaha atau pekerjaan yang mendapatkan barang,

Mengimpor dan mengekspor barang, meemiliki usaha dagang,

memanfaatkan barang tidak berwujud dan melakukan usaha jasa

dariluar daerah pabean.

b. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah orang atau badan dalam

bentuk apapun yang dalam lingkungan pekerjaanya atau perus-

ahaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengek-

spor barang, melakukan usaha perdagangan atau melakukan

usaha jasa kena pajak yang dikenakan pajak pertambahan nilai.

c. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak

melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan

komanditer, perseroan lainya. Badan usaha milik negara atau

daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma kongsi

koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, Yayasan or-

ganisasi massa, organisasi social politik atau organisasi yang se-

jenis, Lembaga bentukusaha tetap, dan bentuk badan lainya.

d. Barang kena pajak (BKP) adalah suatu benda berwujud yang

dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak karena

susunan (hasil produksi) menurut pajak dan menurut undang-un-

dang.
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e. Jasa adalah setiap kegiatan berdasarkan hubungan atau proses

hukum yang menghasilkan suatu produk atau sumber daya atau

hak untuk tersedia, termasuk pekerjaan yang dilakukan untuk

menghasilkan barang sebagai hasil dari persyaratan berdasarkan

intruksi pelanggan.

Jasa kena pajak (JKP) adalah kegiatan usaha atau pem-

berian jasa berdasarkan kerangka hukum yang mengakibatkan

penggunaan sumber daya atau hak atas komoditas yang ada dan

pajak yang dikenai nilai pertambahan nilai.

Menurut Rochmat Soemitro (2011) mendefinisinakan pajak se-

bagai:

Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang

(yang dapat dipaksakan) dengan tidak dipungut mendapat jasa

yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar

pengeluaran umum. Sedangkan menurut, PJA Andrian (2012)

pengertian pajak sebagai berikut: Pajak adalah iuran pada kas

negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib

membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak

mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan

yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggara-

kan pemerintahan.



11

2. Pengertian PPN Masukan dan Keluaran

PPN masukan dan keluaran adalah dua istilah yang dikenal dalam

jenis pajak PPN. Fungsinya untuk menghitung seberapa besar PPN

yang perlu wajib pajak setorkan ke pemerintah.

PPN masukan merupakan pajak yang dikebakan Ketika Pengu-

saha Pajak (PKP) melakukan pemebelian atas Barang Kena Pajak

(BKP) dan/ atau Jasa Kena Pajak (JKP), sedangkan PPN keluaran

merupakan pajak yang dikenakan saat PKP Melakukan penjualan ter-

hadap BKP/JKP.

Secara sederhana penghitungan PPN masukan dan keluaran itu

Ketika PKP mengkreditkan/mengurangkan pajak masukan dalam

satu masa pajak dengan PPN keluaran dalam masa pajak yang sama.

Jika dalam masa pajak PPN keluaran ternyata lebih besar, maka

kelebihan pajak keluaran tersebut harus disetorkan kepada negara.

Namun, jika yang kelebihan adalah PPN masukannya, maka PKP

bisa mendapatkan konpensasi di masa pajak selanjutnya atau PKP

bisa mengajukan restitusi pajak.

Contoh penghitungan PPN keluaran:

Pengusaha yang sudah PKP menjual laptop 20 unit dengan harga

satuannya sebesar Rp5.000.000. tenrunya besar PPN keluarannya!

Harga 1 laptop: Rp5.000.000
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PKP menjual sebanyak 20unit = 20 X Rp5.000.00 = Rp100.000.000

Maka PPN-nya: Rp100.000.000 X 11%(tarif PPN) = Rp11.000.000

Jadi, PPN sebesar Rp.11.000.000 merupakan PPN keluaran PKP

yang menyerahkan atau menjual dalam bentuk laptop tersebut.

Contoh perhitungan/pengkreditan PPN masukan

Untuk menemukan PPN terutang yang harus disetorkan ke kas

negara, sebelumnya harus melukan pengurangan antara PPN

keluaran dan masukan yang dapat dikreditkan. Hasil dari pengu-

rangan tersebutlah yang harus disetorkan oleh PKP ke kas negara.

Meski pajak masukan ini dapat dikreditkan, namun ada batasan

waktu pajak masukan bisa dikreditkan. Pajak masukan dapat

dikreditkan dengan PPN pajak pada masa pajak yang sama. Dapat

pula dikreditkan pada masa pajak berikutnya, namun selambat-lam-

batnya dalam waktu 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak.

Agar lebih memahami mekanisme pengkreditan pajak masukan,

mari Simak contohnya sebagai berikut:

Pengusaha yang sudah PKP dalam masa pajak februari 202 mem-

iliki kompensasi PPN sebagai berikut ini:

Atas penyerahan BKP, PPN keluaran PKP tersebut sebesar

Rp100.000.000. sedangkan pajak masukannya sebesar

Rp90.000.000.
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Maka PPN keluaran – pajak masukan = Rp100.000.000 –

Rp90.000.000 = Rp10.000.000 (PPN kurang bayar).

Pada masa pajak Maret 2020

PPN keluaran PKP tersebut sebesar Rp110.000.000

Sedangkan pajak masukannya sebesar Rp130.000.000

Maka, PPN keluaran – pajak masukan = -Rp20.000.000 (kelebihan

PPN)

Pada masa pajak April 2020

PPN keluaran PKP tersebut sebesar Rp110.000.000

Sedangkan pajak masukannya sebesar Rp90.000.000

Maka, PPn keluaran – pajak masukan = Rp20.000.000 (PPN kurang

bayar)

PPN kurang bayar sebesar Rp20.000.000

Kelebihan bayar pada bulan Maret Rp20.000.000

Jadi, PPN masa April Rp0 atau nihil.

Baik PPN keluaran dan masukan yang dilakukan oleh PKP ini wajib

dituangkan dalam faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak yang

dibuat oleh PKP atas penyerahan BKP/JKP.

3. Pengertian Kompensasi Pajak
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Kompensasi pajak adalah kelebihan bayar PPN atau Pajak Per-

tambahan Nilai yang bisa dimanfaatkan untuk membayar utang ku-

rang bayar pajak pada pajak periode berikutnya. Landasan hukum

yang mengatur konpensasi pajak adalah Pasal 13 ayat 1 Huruf C Un-

dang-Undang tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakn

(UU KUP). Munculnya kompensasi pajak adalah akibat kelebihan

bayar dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada suatu Masa Pajak dis-

banding jumlah yang seharusnya. Beberapa opsi yang bisa diambil

Ketika kelebihan pembayaran pajak adalah meminta kelebihan pem-

bayaran (restitusi) atau mengompensasikan PPN ke masa pajak beri-

kutnya. Tidak ada batasan untuk melakukan kompensasi pajak se-

hingga lebih bayar PPN bisa terus dikompensasikan tanpa ada masa

kadaluarsa. Beda halnya dengan SPT Pajak Penghasilan (PPh) yang

masa berlakunya hanya sampai satu tahun.

Perbedaan restitusi dan kompensasi pajak:

Seperti penjelasan sebelumnya, bisa memilih untuk melakukan resti-

tusi dan kompensasi apabila pajak yang dibayar lebih banyak da-

ripada yang seharusnya.

Restitusi pajak adalah pengembalian atas pembayaran pajak yang

berlebih. Misalnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), PPN ataupun Pa-

jak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
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Istilah restitusi pajak bisa didapatkan pada Undang-Undang Ke-

tentuan Umum Perpajakn (UU KUP). Anda bisa mendapatkan pajak

karena dua kondisi, yaitu mengalami lebih bayar pajak atau mem-

bayar pajak yang seharusnya tidak terutang. Berdasarkan pengenrtian

tersebut, perbedaan restitusi dan kompensasi pajak adalah terkait

dengan penggunaan dari lebih bayar pajak yang dimiliki oleh PKP.

Jika memilih restitusi, akan mendapatkan kembali uang dari

kelebihan pajak tersebut. Sedangkan opsi kompensasi digunakan jika

ingin menggunakan untuk membayar uatang pajak di masa beri-

kutnya.

Contoh Kompensasi Pajak:

Seorang wirausahawan yang berstatus sebagai Pengusaha Kena

Pajak (PKP) mengalami kelebihan bayar PPN sebanyak

Rp50.000.000 untuk Masa Pajak Desember 2022.

Apabila wirausahawan memilih untuk menggunakan kelebihan bayar

ini untuk kompensasi PPN, SPT pada Masa PPN Januari 2023 akan meng-

dapat pengurangan. Apabila SPT Masa PPN pada Januari 2023 hanya kurang

bayar sebesar Rp10.000.000, maka jumlah kompensasi pajaknya juga sama.

Dengan semikian, total sisa kompensasi pajak adalah sebesar Rp.40.000.000

yang bisa digunakan untuk masa Pajak berikutnya.

4. Sistem Pemugutan Pajak

a. Official Assessment System
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Sistem pemungutan pajak yang digunakan oleh fiskus ber-

tujuan untuk menetapkan jumlah pajak yang harus dibayarkan

oleh wajib pajak sesuai sengan peraturan yang berlaku.

b. Self Assessment System

Adalah sebuah platform yang digunakan untuk mengeval-

uasi diri sendiri. Melakukan pengumpulan pajak dengan mem-

bayar jumlah yang harus dibayarkan oleh wajib pajak,

melaksanakan pembayaran pajak, dan mematuhi peraturan Un-

dang-Undang terkait kewajiban perpajakan.

c. With Holding System

Pengenaan pajak dilakukan melalui delegasi otoritas

kepada pihak lain (tidak termasuk Direktorat Jendral Pajak dan

bukan wajib pajak) untuk mengurangi atau mengumpulkan pajak

yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sebagai contoh, dana yang

diperoleh dari penyelenggaraan aktivitas yang terkait dengan

pelaksanaan proses pajak.

5. Kesadaran Membayar Pajak

a. Teori Bakti Kewajiban Pajak Mutlak

Teori yang mendukung pengaruh hati nurani dalam mem-

bayar pajak adalah teori kewajiban mutlak warga negara untuk

tunduk dan patuh pada negara, sebenarnya sudah ada sejak lama

dipahami baik masyarakat yang tinggal di dalamnya. Dan setiap

negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi seluruh
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warga negaranya, sehingga hubungan antara rakyat dan negara

menjadi sangat kuat.

Kelompok pendukung gagasan ini mendukung konsep

pembayaran pajak kepada pemerintah tanpa memerhatikan alsan

atau landasan yang mendasari pemindahan pajak kepada warga

negara. Oleh karena pemerintahan telah berhasil menciptakan

kekayaan yang berkelanjutan, penduduk negara ini mempunyai

keajiban untuk membayar pajak tanpa memandang apakah

mereka setuju atau tidak. Selain itu, warga negara juga diharap-

kan untuk memberikan kontribusi dan loyalitas kepada

negaranya. Doktrin ini mengdepankan keadilan dalam

pengenaan pajak sebagai nilai utama.

b. Pengertian Membayar Pajak

Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak merupakan

perasaan yang timbul dari kewajiban wajib pajak untuk mem-

bayar pajaknya secara jujur tanpa adanya paksaan. Menum-

buhkan kesadaran wajib pajak memiliki akibat yang logis bagi

wajib pajak untuk bersedia menginvestasikan uangnya untuk

penyelenggaraan pelayanan perpajakan.

Majunya negara ini tergantung pada pengakuan serta

kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban mereka dalam

membayar pajak. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang

perpajakan sejalan dengan meningkatkan pemahaman
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pemerintah mengenai hal tersebut. Apabia seseorang tidak mem-

iliki pengetahuan yang memadai tentang bagaimana menjadi se-

buah negara maka mereka tidak akan dapat menghargai kea-

manan dan kenyaman yang dihasilkan oleh negara tersebut.

Mereka juga tidak akan mampu memahami dan menghormati bu-

daya nasional, dan akibatnya, mereka tidak akan memiliki konsep

tentang tanggung jawab menjadi warga negara atau manfaat

ekonomi dari pengeluaran pemerintah. Dampaknya adalah

kesadaran untuk membayar pajak akan menurun.

Mengenali penting membayar pajak merupakan hal yang

terdapat dalam diri seseorang untuk memperoleh pemahaman

mengenai kebenaran dan bagaimana merespon dengan tepat ter-

hadap kebenaran tersebut. Ada tiga jenis kesadaran utama yang

terkait dengan pembayaran pajak:

1. Kesadaran wajib pajak merupakan bentuk partisipasi dalam

menunjang pembangunan negara dengan menyadari hal ini,

wajib pajak mau membayar pajak karena tidak merasa diru-

gikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.

2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengu-

rangan beban pajak sangan merugikan negara. Wajib pajak

mau membayar karena memahami penundaan membayar

pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada pengu-
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rangan sumberdaya finansial yang dapat mengakibatkan ter-

hambatnya

3. pembangunan negara. Kesadaran bahwa pajak ditentukan

oleh undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak

akan membayar karena pembayaran tersebut memiliki sis-

tem hukum yang ketat dan menjadi tanggung jawab penuh

setiap warga negara.

6. Pengertian Pengadaan Barang

Pengadaan sumber rujukan secara khusus pada tugas penyediaan

barang/jasa kepada instansi pemerintah yang pelaksanaannya dil-

akukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangku-

tan. Untuk bisnis, sumber adalah fungsi penting dalam memastikan

kelangsungan hidup bisnis.

Menurut ketentuan pada Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden No. 54

mengalami perubahan terakhir. Dalam Undang-Undang Nomor 70

tahun 2012 mengenaio pengadaan barang dan jasa olehn pemerintah

dinyatakan bahwa:

“Pengadaan Barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh ba-

rang/jasa oleh Kementrian /Lembaga/Satuan kerja perangkat dae-

rah/institusi (K/L/SKPD/I) yang prosesnya dimulai dari perencanaan

kebutuhan sampai diselesaikan seluruh kegiatan untuk memperoleh
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Barang/jasa.”

Menurut Indra Bastian (2012), pemngadaan barang dan jasa ada-

lah proses memperoleh barang dan jasa serta merekrut pekerja oleh

Perusahaan dengan metode dan jangka waktu tertentu, yang ber-

tujuan untuk mendapatkan nilai optimal bagi perusahaa.

Defenisi lain mengenai pengadaan barang dan jasa seperti yang

diungkapkan Marbun (2012) yaitu:

“Pengadaan barang dan jasa adalah upaya mendapatakan barang dan

jasa yang diinginkan yang dilakukan atas dasar pemikiran yang logis

dan sistematis (the system of thought), mengikuti norma dan etika

yang berlaku, berdasarkan metode dan proses pengadan yang baku”

Menurut Sutedi (2012), pengertian pengadaan barang dan jasa

mencakup penjelasan mengenai semua langkah mulai dari

perencanaan awal, persiapan, perizinan, penentuan pemenang lelang,

sampai tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam mengada-

kan barang, pekerjaan, jasa atau jasa seperti bimbingan teknis, kon-

sultasi keuangan, konsuktasi hukum atau jasa lainnya.

Margertha (2011) persediaan merupakan sejumlah barang yang

disediakan oleh perusahaan, baik berupa barang jadi, bahan mentah,

maupun bahan dalam proses yang disediakan untuk menjaga kelanca-

ran operasi perusahaan guna memenuhi kebutuhan konsumen setiap

waktu.
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Pajak memiliki dua peran, yaitu peran dalam penganggaran dan

peran dalam peraturan. Namun seiring berjalannya waktu, tugas atau

peran dari pajak bisa diperluas dan ditambahklan dua peran tamba-

han, yaitu sebagai Upaya untuk mendorong demokrasi dan juga se-

bagai sarana untuk melakukan redistribusi kekayaan.

1. Fungsi Budgetair Fungsi yang terletak di sektor publik, yaitu

pekerjaan mengumpulkan pajak sebanyak-banyaknya yang akan

digunakan untuk membelanjakan uang selama pemerintahan.

2. Fungsi regulerend adalah pekerjaan dimana pajak ini akan

digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan non-keuangan ter-

tentu.

3. Demokrasi berperan sebagai salah satu implementasi dari prinsip

kerja sama antar anggota masyarakat dalam mencapai tujuan

Bersama, termasuk dalam hal pemerintah dan Pembangunan

yang bertujuan untuk melindungi kehidupan manusia.

4. Pengertian redistribusi adalah proses realokasi sumber daya

secara adil untuk mengurangin kesenjangan ekonomi antara ke-

lompok Masyarakat. Focus utama dari fungsi ini adalah untuk

memperkuat prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan didalam

Masyarakat.

7. Hakikat Pengadaan Barang dan jasa

Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak

pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa
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yang diinginkan, dengan menggunakan metode dan proses tertentu

agar tercapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya.

Agar hakikat atau esensi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu

pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan pada

filosofi pengadan barang dan jasa, tunduk kepada etika dan norma

pengadaan barang dan jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip,

metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang berlaku. (Sutedi,

2012)

Dengan merujuk kepada definisi dan pemahaman tersebut, dapat

disimpulkan bahwa filosofi dalam mengambil Keputusan untuk

membeli produk dan jasa adalah usaha untuk mendapatkan barang

dan layanan yang diperlukan melalui pemikiran yang logis dan

perencanaan yang terstruktur, sesuai dengan prinsip-prinsip dan atika

yang berlaku, berdasarkan proses dan data cara bisnis telah ditetap-

kan.

8. Etika, Norma dan Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Menurut Sutedi (2012), dalam proses pengadaan barang dan jasa ter-

dapat tiga hal yang perlu disepakati dan diikuti Bersama:

1. Etika

2. Norma



23

3. Prinsip

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Etika Pengadaan Barang dan Jasa

Etika adalah prinsip-prinsip dasar perilaku moral atau akhlak

(Kamus Umum Bahasa Indonesia).

Asas merupakan landasan atau dasar atau suatu kebenaran yang

menjadi pondasi atau pijakan berfikir. Moralitas adalah watak,

tingkah laku, dimana akhlak itu baik dan buruk. Etika dalam pen-

gadaan barang dan jasa adalah perilaku etis dari semua pihak yang

terlibat dalam proses pengadaan. Perilaku yang baik berarti per-

ilaku yang menghargai pekerjaan dan rekan kerja, bertindak se-

vara profesional dan tidak saling mempengaruhi karena alasan

yang merugikan atau untuk keuntungan pribadi atau ke-

lompok/keuntungan orang lain.

Etika pengadaan barang dan jasa menurut keputusan presiden No.

80 Tahun 2003 Pasal 5 mengacu pada hal-hal sebagai berikut:

a. Beberapa tujuan kelancaran dan pencapaian pembelian

produk dan jasa harus dipenuhi dengan cara bekerja secara

sistematis dan bertanggung jawab.

b. Bekerja secara professional dan mandiri atas dasar kejujuran,

serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan

jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah ter-

jadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa.
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c. Agar persaingan tetap sehat dan tidak merugikan pihak lain,

penting untuk menghindari segala bentuk pengaruh yang

dapat memicu persaingan yang tidak sehat, baik secara lang-

sung maupun tidak langsung.

d. Menerima dan bertanggung jawab atas semua keputusan

yang diambil berdasarkan perjanjian pihak.

e. Menghindari dan mencegah benturan kepentingan pihak ke-

tiga yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak lang-

sung, dalam proses pembelian produk dan jasa.

f. Untuk menghindari dan mencegah adanya konflik kepent-

ingan dari semua pohak yang terlibat secara langsung mau-

pun tidak langsung dalam proses pembelian barang dan jasa.

g. Untuk mencegah dan menghindari penyalahgunaan

kekuasaan demi keuntungan pribadi, kelompok, atau entitas

lain yang dapat merugikan keuangan negara.

h. Tidak mengizinkan, tidak menyediakan atau tidak menjan-

jikan untuk memberikan atau menerima sesuatu sebagai im-

balan, hadiah atau kompensasi apapun kepada siapa saja

yang diketahui atau diduga berkaitan dengan pembelian ba-

rang.

2. Norma Pengadaan barang dan Jasa

Agar tujuan pengadaan barang dan jasa dapat tercapai dengan

baik, maka semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan



25

harus mengikuti norma yang berlaku. Suatu norma baru ada apa-

bila terdapat lebih dari satu orang, karena norma pada dasarnya

mengatur tata cara bertingkahlaku seseorang terhadap orang lain

atau terhadap lingkungannya. (Sutedi, 2012)

Seperti standar ketenagakerjaan lainnya, standar untuk

pembelian barang dan jasa memiliki standar tidak tertulis dan ter-

tulis. Standar tidak tertulis seringkali merupakan standar kualitas,

sedangkan standar tertulis seringkali merupakan standar kinerja.

Prinsip yang baik untuk pembelian barang dan jasa melibatkan

pemahaman tentang sifat filosofi dan etika profesional di bidang

pembelian barang dan jasa. Standar pembelian produk dan jasa

yang sifatnya work in nature dirancang dan dituliskan dalam per-

aturan perundang-undangan, antara lain dalam bentuk undang-

undang, peraturan, pedoman dan jenis standar produk lainnya.

3. Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Untuk meningkatkan kualitas proses pengadaan

produk/jasa, dibutuhkan standar dan implementasinya. Menurut

Samsul Ramli (2014) “prinsip pengadaan adalah tata nilai utama

yang harus dipenuhi dalam setiap proses pengadaan barang/jasa

pemerintah. Prinsip-prinsip ini mencakup keseluruhan proses.

“Pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan dengan menerap-

kan prinsip-prinsip pengadaan yang meliputi prinsip-prinsip

efisiensi, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak
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diskriminatif dan akuntabel yang akan meningkatkan ke-

percayaan masyarakat terhadapat proses pengadaan barang/jasa

karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyara-

kat dari segi administrasi, teknis dan keuangan.”

Willem (2012) menyatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan sejak perencanaan ha-

rus menerapkan prinsip pengadaan barang dan jasa berdasarkan

prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan dan bertanggungja-

wab.”

Pendapat yang hampir sama diungkapkan oleh Marbun (2010)

yang menyatakan bahwa:

“Pengadaan barang dan jasa berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan

yang dipraktikan secara internasional, efesiensi, efektifitas, per-

saingan sehat, dilaksanakan keterbukaan, transparansi, tidak dis-

kriminatif.”

Dengan mengacu pada defenisi dan konsep yang telah disebutkan,

dapat disimpulkan bahwa filosofi dalam membeli produk dan jasa

adalah usaha untuk mendapatkan barang dan layanan yang diper-

lukan dengan menggunakan pertimbangan rasional dan perencanaan

yang terstruktur, sesuai dengan prinsip dan etila yang berlaku, me-

lalui proses dan prosedur bisnis yang standar.

B. Kerangka Konseptual
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Kerangka konseptual ini dimaksud sebagai konsep untuk men-

jelaskan, mengungkapkan dan menunjukkan keterkaitan antara variabel-

variabel penelitian. Berikut skema konseptual dalam penelitian ini:

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori,

metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu

kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang

telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dapat

dikenakan pada pengiriman atau impor barang yang dikenakan pajak

atau jasa yang dikenakan pajak yang dilakukan oleh pengusaha yang

kena pajak, dan dapat dikenakan bebeberapa kali setiap kali ada Pa-

jak Pertambahan Nilai.

Menurut sutedi (2012), defenisi pengadaan barang/jasa meliputi

penjelasan mengenai proses keseluruhan mulai dari perencanaan

awal, persiapan, perijinan, penentuan pemenang lelang, pelaksanaan

dan administrasi dalam pengadaan barang, pekerjaan atau jasa seperti

konsuktasi teknis, konsulktasi keuangan, konsuktasi hukum atau jasa

lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut berikut kerangka pemikiran dapat

dilihat pada Gambar 1.1
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Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

Penerapan merupakan suatu tindakan untuk melaksanakan sesuatu

yang sesuai perencanaan dan dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan

harapan agar tercapainya suaru tujuan kegitan tersebut. PPN adalah pajak

yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi

pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status

Pengusaha kena Pajak.

Pengadaan barang adalah suatu kegiatan untuk memperoleh barang

atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai

diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa.

C. Metode Pelaksanaan Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor PT. Tirta Sukses Perkasa,

Panjo’jo Desa Lassang Barat Kec.Polongbangkeng Utara Kab.Ta-

kalar (Kode Pos 92252) Sulawesi Selatan. Waktu penelitian dil-

aksanakan selama Bulan Juni sampai Juli 2023.

2. Sumber Informan

Dalam peneloitian ini subjek utama yang akan berperan sebagai

PENERAPAN PPN
PENGADAAN BARANG
PADA PT. TIRTA SUKSES

PERKASA
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informan adalah Ibu Ayu Wahyuni, anggota direksi divisi pengadaan

barang. Ibu Ayu Wahyuni memiliki pengetahuan mendalam tentang

masalah yang spesifik yang ada dalam penelitian ini. Disamping itu,

keberadaan tenaga pendukung turut berperan penting dalam menye-

diakan informasi tembahan bagi penelitian dan pembahasan yang dil-

akukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini terdapat tiga metode pengumpulan data yang

digunakan, sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara yang dilaksanakan bertujuan untuk mengumpul-

kan informasi langsung dari perwakilan PT. Tirta Sukses Perkasa,

yang terlibat dalam direksi bagian pengadaan barang, memiliki

pengetahuan yang mendalam dan rinci tentang permasalahan da-

lam penelitian ini.

2. Metode Observasi (Pengamatan)

Melakukan survei terhadap kegiatan yang dilakukan di

lapangan secara langsung, bertujuan untuk mengumpulkan data

bagi Perusahaan PT. Tirta Sukses Perkasa focus pada semua taha-

pan yang terkait dengan Penerapan PPN Atas Pengadaan Barang.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan in-

formasi yang dimiliki oleh Kantor PT. Tirta Sukses Perkasa yang
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memiliki sifat yang sangat kuat. Pernyataan ini menjelaskan ten-

tang jenis dokumen yang terkait dengan Implementasi Pajak Per-

tambahan Nilai pada Pembelian Bararang.

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode kualitatif. Pilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan para

akademisi dan kemampuannya untuk menyediakan fakta yang relevan

serta gambaran yang akurat sesuai dengan tujuan penelitian. Metode

kualitatif terapan merujuk kepada pendekatan penelitian yang

digunakan oleh peneliti, baik dalam konteks jurnal internasional mau-

pun dalam penelitian lainnya. Metode kualitatif terapan adalah metode

yang menggunakan metode yang telah digunakan peneliti dalam

proyek penelitiannya termasuk di jurnal internasional. Sugiyono

(2012), mengemukakan analisis data kualitatif menggunakan beberapa

tahap yaitu sebagai berikut:

a) Pengumpulan Data

Pada analisis model pertama, data dikumpulkan melalui

wawancara, survey dan berbagai dokumen berdasarkan klasifikasi

sebagai masalah penelitian yang kemudian disesuaikan untuk me-

nyempurnakan data melalui analisis data lebih lanjut.

b) Reduksi Data
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Sugiyono (2012) menjelaskan bahwa mereduksi data ada-

lah proses menyederhanakan, mengidentifikasi inti dari informasi

dan memfokuskan perhatian pada elemen yang penting. Hal ini

dilakukan guna menghasilkan gambaran yang lebih ringkas dan

jelas.

c) Display Data

Setelah mengurangi data, Langkah berikutnya adalah

menampilkannya. Dengan menghadirkan data, maka penge-

tahuan terhadap peristiwa yang sedang diselidiki dapat ditingkat-

kan.

d)Penarikan Kesimpulan

Hasil dari penarikan kesimpulan ini akan memberikan ja-

waban terhadap pertanyaan yang telah diajukan sejak awal.

Penarikan kesimpulan melibatkan menginterpretasikan penelitian

secara pribadi dengan menggunakan pengetahuan tentang ke-

budayaan, Sejarah dan pengalaman pribadi sebagai dasar untyuk

penelitian. Cara menerjemahkan data adalah dengan mem-

bandingkan hasil penelitian dengan informasi yang ada dalam lit-

eratur atau teori. Muncul pertanyaan baru yang perlu dijawab ber-

dasarkan data dan analisis. Bukan berdasarkan gagsan penelitian.
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BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat

Perusahaan PT. Tirta Nadi Sejahtera berdiri pada tahun 2007 dan

memulai operasional pada bulan Maret 2009. Sebuah Perusahaan Bernama

PT. Tirta Nadi Sejahtera telah mengubah Namanya menjadi PT. Tirta

Sukses Perkasa pada tahun 2014, Tirta Sukses Perkasa adalah salah satu

anak Perusahaan yang terletak di Dusun Panjo’jo Desa Lassang Barat,

Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Tirta Bahagian

adalah Perusahaan pabrik air minum Club uang berlokasi di Padang, Jawa

Timur. Tirta Sukses Perkasa merupakan Perusahaan mountae dan fru-

tamin. Air minum dalam kemasan terus meningkat seiring dengan mening-

katnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hidrasi yang baik dan ken-

yamanan serta kemudahan yang ditawarkan oleh produk tersebut. Untuk

mencapai tujuan ini, PT. Tirta Sukses Perkasa berkomitmen untuk memen-

uhi permintaan pasar dengan menyediakan produk berkualitas tinggi dan

memastikan air minum aman dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dengan strategi pemasaran yang efektif dan inovasi terus-menerus dalam

pengemasan dan varian produk, kami berharap dapat memperluas pangsa

pasar dan menjadi pemimpin dalam industry air minum dalam kemasan.

Perusahaan Tirta Sukses Perkasa telah memulai produksi air minum dalam

kemasan gelas dengan merek Club, Viand, Ana dan Chiara. Mesin pema-

sukan air yang digunakan teknologi Jerman BWT Wessertechnik Gmbh.
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Mesin ini adalah mesin air terbaik di pasaran.

Pada tahap awal produksi, Perusahaan PT. Tirta Sukses Perkasa, setia

hari menghasilkan 4.000 karton air minum dalam kemasan (AMDK). Na-

mun, sejalan dengan kemajuan produk dan permintaan yang semakin

tinggi dari Masyarakat, PT Tirta Sukses Perkasa telah menaikkan produksi

Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) sebanyak 7000 karton perhari. Tirta

Sukses Perkasa perlu mengimplementasikan strategi yang efektif. Tirta

Sukses Perkasa adalah Perusahaan yang mempekerjakan 40 karyawan da-

lam departemen AMD. Karyawan ini bekerja dalam 3 shift yang diatur

oleh 1 supervisor. Berikut adalah jumlah karyawan pershift:

1) Operator Filling : 2 orang

2) Koordinator Packing : 1 orang

3) Packing : 6 orang

4) QC (Quality Control) Visual : 1 orang

5) Gudang Barang Jadi : 1 orang

6) Utility : 1 orang

Dalam mengikuti kemajuan industri air minum yang pesat, diperlukan

menciptakan system manajemen yang efektif agar semua aktivitas dapat

terlaksana dengan baik. Jadi Perusahaan PT. Tirta Sukses Perkasa telah

mengadopsi system manajemen mutu sesuai dengan standar Internasional

dan berhasil memperoleh sertifikat ISO. Motivasi untuk meingkatkan ke-

mampuan dan efisiensi setiap aspek organisasi juga berdampak pada

pengelolaan proyek. Selain mendapatkan sertifikat ISO. PT. Tirta Sukses
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Perkasa adalah proses pengakuan resmi serta penilaian terhadap kualitas

dan system manajemen Perusahaan. Ini berarti bahwa Perusahaan tersebut

memenuhi persyaratan Internasional yang ditetpakan oleh standar ISO.

Tirta Sukses Perkasa telah Berhasil memperoleh sertifikat SNI serta

mendapatkan persetujuan dari BPOM.

B. Visi, Misi dan Kebijakan Mutu PT. Tirta Sukses Perkasa

1) Visi

PT. Tirta Sukses Perkasa dalam melaksanakan proses produksi

memiliki tujuan yang jelas yaitu menjadi Perusahaan yang menghasilkan

air minum/minuman rasa yang nsiap bersaing di pasar global dengan

kualitas dan layanan yang superior.

2) Misi

Untuk menunjang visi tersebut, maka PT. Tirta Sukses Perkasa

memiliki misi, yaitu:

a) Menjadi perusahaan air minum/minuman rasa yang secara terus

menerus melakukan perbaikan.

b) Meningkatkan kualitas produk, sumber daya manusian dan pelayanan

pelanggan.

3) Kebijakan Mutu

Untuk Perusahaan yang menghasilkan barang-barang yang dikon-

sumsi oleh Masyarakat, penting kualitas dan pengelolaan produk tidak di-

abaikan. Menilai dan mencapai prestasi dalam domain ini akan menjadi

indicator yang signifikan untuk mengevaluasi performa keseluruhan suatu
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bisnis.

PT. Tirta Sukses Perkasa juga memiliki kebijakan kualitas dan

produksi, yang berupaya untuk menciptakan kualitas air minum/minuman

beraroma yang dikelola dengan cara baru dan kebersihan serta desain

produk dapat tumbuh dan berkembang.

C. Struktur Organisasi PT. Tirta sukses Perkasa

Sebuah Perusahaan yang Bernama PT. Tirta Sukses Perkasa memiliki

seseorag yang menjadi direktur Perusahaan tersebut. Saat ini, Perusahaan PT.

Tirta Sukses Perkasa mempekerjakan 116 orang. Perusahaan ini merupakan

sebuah organisasi yang dipinpin oleh manajer pabrik, dengan struktur yang

terdiri dari delapan divisi. Divisi-divisi tersebut meliputi produksi, divisi

umum dan personal, Gudang pendukung, teknik, pembelian penjualan,

gudang dan control kualitas. Menurut Perusahaan, staf manajemen memiliki

tanggung jawab dan kekuasaan sebagai berikut:

1) Plant manager, seorang manajer pabrik bertanggung jawab atas mengatur

dan memimpin tim manajemen Perusahaan untuk mencapai tujuan Perus-

ahaan secara keseluruhan, baik yang terkait dengan kegiatan internal

maupun eksternal Perusahaan. Teks tersebut dapat diparagfrase men-

jadi.”Dalam hal ini, tujuan internal adalah untuk mengimplementasikan

system mutu yang stabil dan seimbang guna meningkatkan prestasi Pe-

rusahaan. “Tujuan Iuran adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan

dengan cara yang optimal dan bertanggung jawab dalam proses penga-

daan dan pembelian sumber daya produksi.



36

2) Kepala bagian prosuksi, Menjalankan fungsi manajemen bidang

produksi, bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pengendalian

produksi.

3) Seorang kepala bagian umum/personalia bertanggung jawab dalam mem-

bantu direktur dalam mengwasai dan mengendalikan bidang umum dan

sumber daya manusia Perusahaan, serta melaksanakan manajemen SDM.

4) Kepala bagian pemasaran, bertangnggung jawab untuk pemasaran,

perencanaan, penetapan harga, promosi, distribusi produk dan

perencanaan/pengelolaan pengiriman produk/material yang berhubungan

dengan perusahaan.

5) Kepala bagian pembelian, departemen ini bertanggung jawab untuk me-

rencanakan/mengelola penyediaan produk/material yang berhubungan

dengan jasa perusahaan.

6) Seorang kepala bagian control kualitas bertanggungjawab dalam pengel-

olaan control kualitas dan pemantauan bahan baku serta penolong yang

digunakan dalam proses produksi. Tugasnya meliputi mengawasi seluruh

proses produksi dan memastikan produk jadi memenuhi spesifikasi yang

telah ditentukan.

7) Kepala Bagian Gudang Bahan Pembantu dan Gudang Bahan Jadi,

melakukan pekerjaan administrasi di area gudang, bertanggung jawab

atas instalasi penyimpanan, control dan pengiriman bahan baku, bahan

penolong dan bahan produksi.

8) Sebagai kepala departemen teknik, tugasnya adalah memantau mesin
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produksi selama proses produksi dan mengelola semua aspek yang terkait

dengan permasalahan teknis Perusahaan.

Bentuk Implementasi Coporate Social Responsibility PT. Tirta Sukses

Perkasa:

1) Memperdayakan masyarakat.

2) Membantu perbaikan infrastruktur pedesaan.

3) Membantu pembangunan sarana dan prasarana desa.

4) Membantu kegiatan amal.

D. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum

PT. Tirta Sukses Perkasa beralamat di Panjo’jo Desa Lassang Barat

Kec. Polongbangkeng Utara Kab.Takalar (Kode Pos 92252) Sulawesi Se-

latan. PT. Tirta Sukses Perkasa merupakan salah satu perusahaan swasta

nasional yang memproduksi air mineral dalam kesaman dengan merek

utama Club. Dalam perusahaan pengadaan barang dan jasa adalah suatu

kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang prosesnya dimulai dari

perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk

memperoleh barang atau jasa.

2. Hasil Penelitian

Dalam perhitungan pajak pertambahan nilai pada PT. Tirta Sukses

Perkasa, dilakukan dengam memperhitungkan jumlah nilai tambah yang



38

dihasilkan oleh Perusahaan tersebut. PT Turta Sukses Perkasa mendapat-

kan pajak masukan dari pembelian barang yang diperlukan untuyk

pabriknya. Tarif pajak masukan yang dikenakan sama dengan 11% dari

Dasar Pengenaan Pajak. Dalam hal ini, harga beli Barang Kena Pajak di-

anggap sebagai Dasar Pengenaan Pajak yang dimaksud. PT. tirta Sukses

Perkasa, Perusahaan yang sukses dalam menghitung pajak pertambahan

nilaoi, digunakan rumus dan aturan-aturan perpajakan yang mengalikan

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari Barang Kena Pajak (BKP) dengan taruf

yang ditetapkan dalam UU HPP pada bab IV Pasal & & ayat (1).

Jika dilihat dari data yang didapatkan dari TSP, dapat terlihat be-

berapa transaksi pembelian barang yang terjaddi sepanjang tahun 2022.

PPN masukan merujuk pada jumlah PPN yang harus dibayarkan, se-

dangkan PPN keluaran mengacu pada jumlah PPN yang dikumpulkan. Pe-

rusahaan akan menggunakan tarif PPN sebesar 11% sesuai dengan pera-

turan UU HPP yanhg baru efektif sejak tanggal 1 april 2022. Oleh karena

itu, PPN yang akan dihitung untuk bulan Januari hingga Maret 2022 masih

akan menggunakan 10%.

Table 4.1 Perhitungan PPN atas Pengadaan Barang Pada PT. Tirta

Sukses Perkasa Perkasa Tahun 2022

Masa Pa-

jak

Harga DPP

(100/110)

Tarif PPN 10%
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Januari Rp4.810.477.359 Rp4.373.161.235 Rp437.316.123

Februari Rp2.141.727.419 Rp1.947.024.926 Rp194.702.492

Maret Rp4.466.470.215 Rp4.060.427.468 Rp406.042.746

Masa Pa-

jak

Harga Beli DPP (100/111) Tarif PPN 11%

April Rp6.618.575.824 Rp5.962.680.922 Rp655.894.901

Mei Rp6.653.195.749 Rp5.993.870.044 Rp659.325.704

Juni Rp3.946.379.387 Rp3.555.296.745 Rp319.082641

Juli Rp3.553.426.983 Rp3.201.285.570 Rp352.141.412

Agustus Rp8.512.210.898 Rp7.668.658466 Rp843.552.431

September Rp3.616.702.120 Rp3.258.290.198 Rp358.411.921

Oktober Rp3.472.052.120 Rp3.127.974.882 Rp344.077.237

November Rp6.885.705.737 Rp6.203.338.501 Rp682.367.235

Desember Rp1.268.150.036 R1.142.477.509 Rp125.672.526

Berdasarkan table 4.1 diatas, maka menunjukkan atas pembelian

peralatan atau kebutuhan pada tahun 2022 bulan Januari 2022 sampai

dengan Desember 2022. Pada bulan Januari melakukan sebuah pembelian

peralatan/kebutuhan pabrik yaitu amdk club 220ml, 600ml, dan 1500ml,

karton 220ml, amdk indomaret 220ml, 330ml, 600ml, dan 1500ml, amdk

larisst 330ml, glass tube nfw, ball bearing 6309, triplek 5mm, inverter 5

hp-3x38ov, sodium hypochlorite xy-12, label idm pvc 330ml-nd, lem label

dan masih banyak lagi peralatan lainnya. Bulan Februari pembelian karton
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larrist 600ml, amdk club 600ml, 1500ml, 220ml, 250ml, sodium hypo-

chlorite xy-12, lem label, tissue galon 19lt-nd dan peralatan lainnya. Bulan

Maret 2022 pembelian lem label, amdk larrist 330ml, label club opp

600ml, piston fork-newamstar, bushing gripper rinser-newemstar dan lain-

lain. Pada bulan April tahun 2022 pembelian label larrist 1500ml, lem la-

bel, amdk larrist 330ml, karton club 220ml, layer, ball bearing 6006 dan

6005, bearing 6906-2rs, bearing thrust 51106, temperature control e5cc-

rx2asm-800 dan masih banyak lagi peralatan lainnya. Pada bulan Mei ta-

hun 2022 pembelian tutup botol biru muda, tuutp botol sn 29/25-tosca,

fresha liquid dishwashing green lime, ultra karbol pine, total liquid deter-

dent, karton club 220ml, 330ml, dan 1500m, karton viand 220ml, karton

idm 600ml, dan 1500ml, layer, label club pvc 250ml, 330ml, 600ml, dan

1500ml, bush, spark plug, filter air dan masih banyak lagi peralatan

lainnya. Pada bulan Juni tahun 2022 pembelian tutup botol sn 29/25-tosca,

label club pvc 600ml, 1500ml dan 250ml, spck tee 6mm, solenoid valve

mfg-5-1/2 inch, selang angina pu tu 0604, gear kuningan capper xgf 14-

12-5, layer, katron club 220ml, 330ml, 600ml, dan 1500ml, karton viand

220ml, katron idm 1500ml, horolith, sodium hypochlorite xy-12, poly

brite, micropipette kap 100-1000, galon kosong emboss club dan masih

banyak lagi peralatan lainnya. Pada bulan Juli tahun 2022 pembelian aki

kering dc12v, tutup botol sn 29/25-tosca, brilliance salmonella 500gr, ce-

trimide agar, plate count agar 500gr, lid club 220ml 16 line-nd, tissue galon

19lt-nd, label club pvc 330ml, 600ml dan 1500ml, dan perlatan lainnya.
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Pada bulan Agustus tahun 2022 pembelian nylon roda rinser kecil dia

40x15, galon kosong emboss club, pengujian lodine number carbon aktif,

masker respirator 3m, organic vapor acid, tutup botol sn 29/25-tosca, tinta

printer epson dan peralatan lainnya. Pada bulan September tahun 2022

pembelian velg 8 lubang, label club pvc 600ml,dan 1500ml, karton club

220ml, 600ml, dan 1500ml, layer, kalibrasi ph meter, form produk jadi

galon, form produk botol hal 1& 2, form laporan analisis botol kosong, oli

mediteran sea 40, galon kosong emboss club, platic curtain kuning 20cm

x 50m, hand palet 3 ton nylon dan peralatan lainnya. Pada bulan Oktober

tahun 2022 pembelian back ink v411-dv411-d, make up v-706, tinta ink

black (imaje 5157), solvent mek (additive 5197), tuutp botol sn 29/25-

tosca, galon kosong emboss club, kawat las biasa 2.6mm selang angina pu

tu 0604 dan masih banyak lagi peralatan lainnya. Pada bulan November

tahun 2022 pembelian antiscalant hydro 600, kepala aki, dynamo stater,

wiper, saringan solat atas, saringan udara, ban luar 750 x16, karton in-

domaret 220ml, karton club 330ml, 600ml, dan 1500ml, layer, hand soap

fresha ncnp, carbol fresha pro pine, air filter 6.4139.0, dan peralatan

lainnya. Pada bulan Desember tahun 2022 pembelian seal butterfly in-

oxpa/candigra 1,5inch, 2inch, 3 inch, dan 2,5 ich, gommok states, make up

v-706, alcohol 700%, tinta ink black, besi plat 3mm, solvent mek, sikat

galon senar, claning solution v901 Q, tenda 5 x 10, timer h3cr-a8, oli me-

sin, sock tee 6mm, palet kayu uk.110 x 110, tissue galon 19lt, karton viand

220ml, karton club 600ml, 220ml, 330ml dan 1500ml, layer, tutup botol
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biru muda, dan masih banyak lagi peralatan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Sri Rahayu pada tanggal 28

Juli 2023 menyatakan bahwa:

Hasil wawancara pertanyaan pertama:

“Penerapan PPN atas pengadan barang pada PT. Tirta Sukses Perkasa ada-
lah dimana setiap kebutuhan di TSP tinggal mengirim penawaran lewat e-
mail ke kantor pusat dan penawaran tersebut sudah dilengkapi PPN dan
rata-rata vendor yang digunakan sudah PKP.”

Hal ini sudah sesuai dengan aturan PPN dimana Pengusaha Kena Pajak

dikenakan tarif PPN atas pembelian dan penjualan suatu barang.

Hasil wawancara pertanyaan kedua dan ketiga

“Di TSP PPN sudah diterapkan dengan benar sudah sesuai dengan Un-
dang-Undang PPN dan tarif yang berlaku dimana pada bulan Januari sam-
pai Maret 10% dan mulai 1 April 11%.”

Tarif tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah

menaikkan tarif PPN secara bertahap, yaitu tarif umum, tarif PPN 11%

mulai dari April 2022 dan tarif PPN 12% paling lambat diberlakukan 1

Januari 2025.

Hasil wawancara pertanyaan keempat:

“Masalah yang pernah dialami ketika vendor mengirim sebuah tagihan
tetapi tidak mengirim faktur pajak sehingga kantor pusat hanya membayar
harga beli atau harga sebelum PPN sedangkan vendor menginginkan pem-
bayaran full, seharusnya faktur pajak diserahkan bersamaan dengan tagi-
han sehingga dilakukan pembayaran full.”

Faktur pajak merupakan dokumen yang digunakan oleh Pengusaha

Kena Pajak (PKP), dalam melakukan transaksi barang atau jasa kena pa-
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jak, dengan beberapa jenis faktur pajak dengan fungsi masing-masing an-

tara faktur pajak penjualan atau keluaran dan masukan (pembelian).

Hasil wawancara pertanyaan kelima:

“Masalah tersebut terjadi karena pihak vendor kurang teliti dalam mengi-
rim tagihan dan staf pengadaan barang kurang memperhatikan dalam
menerima tagihan.”

Dalam hal ini harus lebih memperhatikan tagihan dari pihak verdor agar

tidak ada kesalapahaman antar perusahaan agar hubungan keduannya

selalu baik karena vendor adalah mitra bisnis kita.

Hasil wawancara pertanyaan keenam:

“Solusi dalam masalah tersebut ialah tetap mengirim barang ke pabri dan
TSP melapor ke kantor pusat setelah itu langsung membayar PPNnya.”

Di mana pengadaan barang adalah kegiatan untuk memperoleh barang

yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai

diselesaikannya seluruh kegitan untuk memperoleh barang.

Hasil wawancara pertanyaan ketujuh:

“Barang yang datang dari vendor dalam keadaan rusak tidak lagi
dikenakan PPN.”

Menurut Majelis Hakim Pengadilan Pajak, barang produksi yang sudah

rusak tidak dapat dijual lagi. Dalam hal ini, wajib pajak juga sudah menun-

jukkan bukti keberadaan barang rusak tersebut. Dapat dibuktikan bahwa

tidak terjadi penyerahan BPK atas barang rusak tersebut sehingga tdk ada

PPN yang harus dipungut.

Hasil wawancara pertanyaan kedelapan:

“Dampak PPN terhadap kegiatan operasional dalam keungan perusahaan
adalah besar kecilnya biaya pajak terhutang berpengaruh pada laba yang
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akan diperoleh perusahaan.”

Semakin besar nilai PPN terhutang maka semakin kecil laba yang akan

diperoleh perusahaan, sebaliknya jika PPN terhutang yang diperoleh pe-

rusahaan kecil maka laba yang akan diperoleh perusahaan semakin besar.

Hasil wawancara pertanyaan kesembilan:

“Strategi khusus yang diterapkan oleh perusahaan untuk mengelola PPN
kata Ibu Sri Rahayu saya kurang tahu karena semua pengelolaan Pajak dil-
akukan oleh kantor pusat perusahaan.”

Di mana baik pelaporan maupun penyetoran pajak tidak diadakan di

TSP tetapi dikelola langsung oleh kantor pusat perusahaan.

Menurut peraturan yang terutang dalam Undang-Undang No. 42 tahun

2009 tentang perubahan ketiga atau UU No. 18 tahun 2000 dan UU No.8

tahun 1983, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Harmonisasi

Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada bab IV pasal 7 ayat (1), tarif Pajak

Pertambahan Nilai diterapkan sebesar 11% dari Dasar Pengenaan Pajak

untuk semua jenis Barang Kena Pajak.

Pajak masukan pada TSP (TIrta Sukses Perkasa) diperoleh dari pem-

belian barang yang dibutuhkan untuk kepentingan pabrik. PT. Tirta Sukses

Perkasa pembayaran PPN dikelolah oleh kantor pusat tetapi pengadaan ba-

rangnya tetap di TSP (Tirta Sukses Perkasa). Setiap kebutuhan di TSP

(Tirta Sukses Perkas) tinggal mengirim penawaran lewat e-mail ke kantor

pusat dan penawaran tersebut sudah dilengkapi dengan PPN dan rata-rata

vendor yang digunakan sudah PKP (Pengusaha Kena Pajak). Masalah

yang pernah dialami adalah ketika vendor mengirim tagihan tetapi tidak
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mengirim faktur pajak sehingga kantor pusat cuman membayar DPP atau

harga belum PPN sendangkan vendor mengingikan pembayaran full, seha-

rusnya faktur pajak diserahkan bersamaan dengan tagihan sehingga pem-

bayaran yang dilakukan full sedangkan vendor menginginkan pembayaran

full tanpa faktur pajak. Solusinya ialah vendor tetap mengirim barang dan

TSP langsung membayar PPNnya.

Dalam pengelolaan pajak pada PT. Tirta Sukses Perkasa dari

penyetoran serta pelaporan dilakukan oleh kantor pusat yang berlokasi di

Jakarta, jadi setiap pengadaan barang atau pembelian barang TSP (Tirta

Sukses Perkasa) tinggal mengirim penawaran beserta faktur pajak pada

kantor pusatnya melalui e-mail. Dalam hal pengadaan barang jika barang

yang dibeli ada yang mengalami kerusakan maka barang tersebut tidak

dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Pajak masukan adalah PPN

yang dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pa-

jak dan jasa kena pajak. Pajak masukan yang telah di bayar oleh PT. Tirta

Sukses Perkasa yang timbul karena adanya pembelian barang kena pajak.

Pembelian yang dilakukan PT. Tirta Sukses Perkasa yaitu pembelian

persediaan atau kebutuhan pabrik/perusahaan. Di mana hampir setiap

harinya TSP mengirim tawaran ke kantor pusat untuk kebutuhan pabrik.

Dalam hal pengelolaan PPN tesebut di kelola oleh kantor pusat baik pem-

bayaran, penyetoran maupun pelaporan.

E. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa:
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PT Tirta Sukses Perkasa telah menyesuaikan perhitungan Pajak Pertamba-

han Nilai sesuai dengan rumus dan aturan perpajakan yang diterapkan. Perhi-

tungan dilakukan dengan mengalikan dasar pengenaan pajak dari barang kena

pajak dengan nominal yang telah ditentukan secara resmi melalui UU HPP

pada bab IV pasal 7 ayat (1). Di mana setiap kebutuhan di TSP tinggal mengi-

rim penawaran lewat e-mail ke kantor pusat dan penawaran tersebut sudah

dilengkapi PPN dan rata-rata vendor yang gunakan sudah PKP.

Dalam pembelian peralatan atau kebutuhan terjadi sebuah masalah dimana

ketika vendor mengirim sebuah tagihan tetapi tidak mengirim faktur pajak

sehingga kantor pusat hanya membayar harga beli atau harga sebelum PPN

sedangkan vendor menginginkan pembayaran full, yang diamana seharusnya

faktur pajak diserahkan bersamaan dengan tagihan sehingga pembayaran

yang dilakukan full. Masalah ini terjadi karena dari pihak vendor kurang teliti

dalam mengirim tagihan dan staf pengadaan barang kurang memperhatikan

dalam menerima tagihan.

Di mana dalam sebuah masalah tersebut solisinya ialah dari pihak TSP

memerintahkan vendor tetap mengirim barang ke pabrik dan TSP melapor ke

kantor pusat untuk pembayaran full atas pembelian barang serta mengiri fak-

tur pajak setelah itu langsung membayar PPNnya.

Dampak PPN terhadap kegiatan operasional dalam keungan perusahaan

adalah besar kecilnya biaya pajak terhutang berpengaruh pada laba yang akan

diperoleh perusahaan. Semakin besar nilai PPN terhutang maka semakin kecil
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laba yang akan diperoleh perusahaan, sebaliknya jika PPN terhutang yang di-

peroleh perusahaan kecil maka laba yang akan diperoleh perusahaan semakin

besar.

Hal ini sesuai peneliti terdahulu dilakukan oleh Arifatul Mufarokhah

(2018) dengan judul analisi penerapam PPN dan PPh pasal 22 atas pengadaan

barang pada kantor Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan Perwaki-

lan Sulawesi Utara. Hasil penelitian menampakkan dalam penyetoran Pajak

Pertambahan nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22 bendahara BPKP

melakukan penyetoran melalui aplikasi e-billing di mana bendahara mem-

bayar PPN dan PPH Pasal 22 dengan menggunakan kode billing melalui Bank

BNI.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami Bagaimana pen-

erapan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PPN dan PPH Pasal 22 ter-

hadap pengadaan barang di Balai Jembatan Kementrian PUPR. Ini sudah

sesuai dengan studi sebelumnya yang dilakukan oleh Intan Darmawati dan

Gunardi Gunardi pada tahun 2023, yang berjudul implementasi PPN dan PPH

pasal 22 terhadap pengadaan barang di Balai Jembatan Kementrian PUPR.

Studi ini memanfaatkan pendekatan penilian deskriptif kualitatif selama ta-

hun 2021. Dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa Tarif PPN yang

dikenakan adalah 10%, sedangklan tarif pengenaan PPh pasal 22 adalah

1,5%. Selain itu, pembayarannya dilakukan melalui metode pembayaran

Knator Pos Persepsi.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yunita pada tahun 2021
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berjudul Implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Proses Pembayaran

dan Pelaporan dalam pengadaan barang oleh PT. Amora Amanda memiliki

kekuatan yang tak terbantahkan pada tahun 2021. Menghadapi isu terkait Pa-

jak Pertambahan Nilai (PPN), melakukan pembayaran dan pengungkapan Pa-

jak Pertambahan Nilai kepada Perusahaan. Teks ini mengukas mengenai cara

menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sebuah Perusahaan PT.

Amora Amanda Perkasa telah bersikap tegas terhadap “UU No. 42 tahun

2009, terjadi peristiwa yang signifikan .
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BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan pada Tirta

Sukses Perkasa sudah memenuhi persyaratan yang ditetpakan dalam Undnag-

Undang No. 42 tahun 2009. Salah satu cara untuk menggambarkan isis teks

ini adalah dengan melakukan perkalian antara Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

dari Barang Kena Pajak dengan tarif pajak 10% pada periode Januari hingga

Maret. Kemudian, setelah tanggal 1 April 2022, tarif PPN akan dinaik men-

jadi 11% sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalan Undang-Undang Har-

monisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Penyetoran dan pelaporan perpa-

jakan pada TSP (Tirta Sukses Perkasa) dikelolah oleh kantor pusat perus-

ahaan yang berlokasi di Jakarta, jadi TSP (Tirta Sukses Perkasa) jika akan

mengadakan suatu barang tinggal mengirim penawaran beserta faktur pajak-

nya dan dikirim lewat e-mail. Di mana rata-rata vendor yang digunakan ada-

lah PKP (Pengusaha Kena Pajak).

B. Saran

Tetap mempertahan penerapan Pajak Pertambahan Nilai dalam perhitungan

sesuai dengan undang-undang yang terkait dan lebih berhati-hati atau lebih

teliti dalam memeriksa tagihan dan faktur pajak yang dikirim oleh vendor.
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LAMPIRAN 1

Surat Izin Penelitian (DPMPTSP Takalar)
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LAMPIRAN 2

DAFTAR PERTANYAAN DAN WAWANCARA

Wawancara Kepada Ibu Sri Rahayu

( staff pengadaan barang)

NO Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana penerapan PPN atas
pengadaan barang pada PT. Tirta
Sukses Perkasa?

Setiap ada kebutuhan di TSP
tinggal mengirim penawaran
lewat e-mail ke kantor pusat
dan penawaran tersebut sudah
dilengkapi PPN dan rata-rata
vendor yang digunakan sudah
PKP.

2. Apakah PPN sudah diterapkan dengan
benar?

Iya, sudah sesuai dengan
peratutan Undang-Undang
PPN.

3. Berapakah tarif PPN yang digunakan? Sesuai dengan tarif yang
berlaku, dimana pada bulan
Januari sampai Maret 10% dan
mulai 1 April 11%.

4. Masalah apa yang pernah dialami? Ketika vendor mengirim
tagihan tetapi tidak mengirim
faktur pajak sehingga kantor
pusat hanya membayar harga
beli atau harga sebelum PPN
sedangkan vendor
menginginkan pembayaran
full, seharusnya faktur pajak
diserahkan bersamaan dengan
tagihan sehingga pembayaran
yang dilakukan full.

5. Mengapa bisa terjadi masalah terse-

but?

Karena pihak vendor kurang
teliti dalam mengirim tagihan
dan staf pengadaan barang
kurang memperhatikan dalam
menerima tagihan.

6. Bagaimana solusi masalah tersebut? Solusinya ialah vendor tetap
mengirim barang dan TSP
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melapor ke kantor pusat setelah
itu langsung membayar
PPNnya.

7. Apakah barang dalam keadaan rusak
tetap dikenakan PPN?

Barang yang rusak tidak
dikenakan PPN.

8. Apa dampak penerapan PPN terhadap
kegiatan operasional dalam keuangan
perusahaan?

Besar kecilnya biaya pajak
terhutang berpengaruh pada laba
yang akan diperoleh perusahaan
semakin besar nilai PPN
terhutang maka semakin kecil
laba yang akan diperoleh
perushaan, sebaliknya jika PPN
terhutang yang diperoleh
perusahaan kecil maka laba yang
akan diperoleh perusahaan
semakin besar.

9. Bagaimana strategi khusus yang
diterapkan oleh perusahaan untuk
mengelola PPN secara efisien?

Strategi khusus yang diterapkan
oleh perusahaan untuk
mengelola PPN saya kurang
tahu karena pengelolaan Pajak
Pertambahan Nilai dilakukan
oleh kantor pusat perusahaan.
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LAMPIRAN 3

DOKUMENTASI

Keterangan Gambar 1.

Wawancara bersama Ibu Sri Rahayu (staff pengadaan barang)

Keterangan Gambar 2.

Foto bersama Ibu Sri Rahayu (staff pengadaan barang)
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LAMPIRAN 4

DATA-DATA PENELITIAN

Daftar pengadaan barang dan jasa pada tahun 2022
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